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Abstrak 

Ketahanan pangan nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh efisiensi dan keandalan sistem 

logistik, terutama mengingat kompleksitas geografis kepulauan yang luas. Pelabuhan, sebagai 

titik kunci dalam distribusi logistik, memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran arus 

pangan dari pusat produksi hingga ke konsumen akhir, terutama di daerah-daerah tertinggal, 

terdepan, dan terluar (3T). Namun, saat ini, sistem logistik pangan nasional masih menghadapi 

berbagai tantangan, seperti tingginya biaya logistik, waktu tunggu kapal yang lama, kurangnya 

integrasi sistem informasi, dan minimnya transparansi dalam rantai pasok. Untuk mengatasi 

masalah ini, artikel kebijakan ini mengusulkan strategi penerapan pelabuhan pintar (smart port) 

yang memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) dan blockchain sebagai solusi yang 

transformatif. Teknologi ini memungkinkan pemantauan kondisi logistik secara real-time, 

pencatatan transaksi yang permanen dan transparan, serta integrasi data di antara berbagai 

pemangku kepentingan. Artikel ini menggunakan metode analisis SWOT yang dipadukan dengan 

data sekunder dari Kementerian Perhubungan, PT. Pelindo, BPS, dan Badan Pangan Nasional. 

Kajian ini juga memperhatikan kerentanan distribusi pangan di kawasan Indonesia timur dan 

menyelaraskan intervensi dengan agenda RPJMN 2025–2029 serta target SDGs. Rekomendasi 

kebijakan mencakup: penetapan regulasi nasional mengenai standar teknologi dan digitalisasi 

pelabuhan; pengembangan proyek percontohan pelabuhan pintar pangan; integrasi sistem 

logistik digital nasional; insentif fiskal untuk teknologi hijau pelabuhan; serta peningkatan 

kapasitas SDM dan konektivitas ke pelabuhan kecil. Dengan kebijakan yang tepat, pelabuhan di 

Indonesia tidak hanya akan menjadi lebih efisien dan kompetitif secara global, tetapi juga 
berfungsi sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. 

Kata Kunci: Smart Port, IoT, Blockchain, Logistik Pangan, Ketahanan Pangan 

 

PENDAHULUAN 

Ketahanan pangan nasional adalah isu 

penting dalam pembangunan berkelanjutan 

yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, 

termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan 

terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 

pulau, tantangan dalam distribusi pangan di 

Indonesia tidak hanya berkaitan dengan faktor 

geografis, tetapi juga dengan kompleksitas 

sistem logistik yang mendukungnya 

(Medyawati et al., 2017). Masalah inefisiensi 

dalam logistik pangan menjadi salah satu 

penyebab tingginya harga pangan di daerah-

daerah terpencil dan kurang berkembang 

(Foster, 2021). Data dari Badan Pusat Statistik 

Tahun 2023 menunjukkan bahwa hampir 30% 

dari total biaya pangan di Indonesia berasal dari 

biaya logistik (Sofiyandi et al., 2023). 

Inefisiensi ini menciptakan perbedaan harga 

pangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, 

terutama di wilayah timur Indonesia yang sulit 

dijangkau (Faharuddin et al., 2023). Biaya 

logistik yang tinggi tidak hanya menghambat 

distribusi pangan, tetapi juga berdampak pada 

ketahanan pangan secara keseluruhan di tingkat 

nasional. 
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Pelabuhan menjadi tulang punggung 

logistik di Indonesia sebagai negara kepulauan. 

Tetapi saat ini masih banyak pelabuhan yang 

masih terkendala dengan infrastruktur, 

lambatnya proses administrasi dan rendahnya 

pemanfaatan teknologi (Arry Rahmawan & 

Angelina, 2017). Berdasarkan data UNCTAD 

disebutkan bahwa kapal di Pelabuhan Indonesia 

rata-rata waktu tunggunya lebih lama 

dibandingkan pelabuhan Singapura dan 

Malaysia, dimana di Indonesia mencapai 

1,62 hari, sedangkan di Singapura hanya 

0,91 hari dan Malaysia 1,42 hari (UNCTAD, 

2022). Kondisi ini menggambarkan betapa 

mendesaknya diagnosis dan pembaruan sistem 

kerja di pelabuhan nasional. Bank Dunia 

menambahkan bahwa ongkos logistik 

Indonesia menyedot sekitar 24% dari PDB, 

jauh di atas rata-rata tetangga Asia Tenggara, 

termasuk Malaysia dan Singapura (Haris et al., 

2022). Beban biaya itu sebagian besar 

diakibatkan dari pengelolaan pelabuhan yang 

belum optimal padahal pelabuhan sebagai 

infrastruktur yang seharusnya menjadi pintu 

gerbang ekonomi dan sebagai titik kunci 

distribusi pangan antarpulau. 

Dengan kemajuan teknologi dan koneksi 

internet hari ini, maka sudah punya peluang 

besar untuk mengatasi masalah di pelabuhan 

lewat konsep smart port yang mengandalkan 

perangkat IoT dan sistem blockchain, sehingga 

tiap proses bongkar-muat dan cek inventaris 

dapat dilaporkan dalam detik yang sama dan 

diakses semua pihak (Bouhlal et al., 2022). 

Dalam blockchain, catatan setiap transaksi 

dikunci dalam blok yang tidak bisa diubah, 

membuat data logistik lebih transparan dan 

aman, serta mengurangi peluang seseorang 

mengatur ulang angka dan menyebabkan kapal 

tertahan oleh masalah administrasi (Atluri et al., 

2022). Jika kedua teknologi itu dipakai secara 

luas, pelabuhan di Indonesia bukan hanya bisa 

mempercepat arus barang pangan, tetapi juga 

memperkuat ketahanan pangan di tingkat 

nasional. Berbagai studi sudah menunjukkan 

bahwa digitalisasi mampu menekan biaya, 

meningkatkan daya saing, memperpendek 

waktu tunggu kapal, dan memberi informasi 

inventaris yang lebih akurat (Solmaz, 2021). 

Selain itu, setiap transaksi dalam blockchain 

akan terlihat oleh semua pihak yang terlibat 

dalam rantai pasok secara bersamaan yang akan 

mereduksi risiko penipuan karena setiap 

transaksi tercatat secara permanen dan setiap 

pihak bisa memeriksanya (Atluri et al., 2022). 

Sayangnya, di tingkat nasional, pelabuhan-

pelabuhan Indonesia secara umum masih 

terkendala pada infrastruktur fisik yang belum 

memadai dan sumber daya manusia yang belum 

sepenuhnya terlatih (Sunitiyoso et al., 2022). 

Lebih jauh lagi, kurangnya kerjasama antara 

instansi pemerintah, operator pelabuhan, dan 

penyedia teknologi juga menjadi rintangan 

besar bagi implementasi sistem modern ini 

(Wahyuni et al., 2019). Meski demikian, 

dukungan pemerintah lewat regulasi seperti 

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 

tentang Sistem Logistik Nasional memberi 

harapan baru untuk mendorong investasi, 

memperbaiki koordinasi, dan secara bertahap 

mengatasi berbagai hambatan yang ada.  

Secara umum, peningkatan efisiensi 

sistem logistik maritim yang ditempuh untuk 

memperkuat ketahanan pangan pada tatanan 

nasional, masih menyisakan problem masalah 

mendasar dan struktural serta berkait teknologi. 

Masalah-masalah ini menghambat tidak hanya 

distribusi pangan antar region, tetapi juga 

mengakibatkan semakin terbentuknya 

kesenjangan ketahanan pangan antara bagian 

barat dan timur Indonesia. Oleh karena itu, 

upaya mengidentifikasi akar masalah ini cukup 

krusial dalam kebijakan yang akan diambil. 

Pertama, muncul dari banyaknya pelabuhan di 

Indonesia yang menggunakan sistem manual 

pada logistik yang belum terintegrasi dengan 

sistem yang lain. Adanya gap antara sistem 

pelabuhan dan operator logistik beserta 

pengguna jasa mengakibatkan rendahnya 

efisiensi operasional (Jayawibawa, 2025). 

Masih terdapat banyak keterlambatan dan juga 

hambatan ataupun kendala lainnya yang 
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menghalangi distribusi dan alur pengiriman 

pangan hingga ke daerah terpencil di Indonesia. 

Hal ini karena wilayah tersebut sangat 

mengandalkan moda transportasi laut. Selain 

itu, proses bongkar muat barang dalam sebuah 

pelabuhan belum sepenuhnya terkomputerisasi. 

Dalam hal dukungan teknologi informasi serta 

sistem otomatisasi mencakup logistik dan juga 

rantai pasokan, Indonesia masih cukup jauh 

tertinggal dibanding negara-negara lain. 

Kedua, permasalahan transparansi dan 

akuntabilitas dalam rantai pasokan menghadapi 

isu yang serius, terutama dalam konteks logistik 

pangan (Aditomo, 2025). Tidak adanya sistem 

pencatatan digital, seperti blockchain, 

menumbuhkan kemungkinan terjadinya 

manipulasi, kehilangan barang, dan 

ketidakakuratan informasi mengenai status 

kargo. Hal ini mengakibatkan kepercayaan 

antar pemangku kepentingan dalam ekosistem 

logistic, yaitu pemerintah hingga masyarakat, 

menjadi lemah. Distribusi pangan yang 

dimaksudkan untuk menjaga stabilitas 

keamanan serta kesiapan pasokan justru 

seringkali mudah terganggu. Ketiga, biaya yang 

tinggi menjadi salah satu penghalang utama 

bagi stabilitas harga pangan nasional. 

Sebagaimana diungkapkan  Mabrori (2025), 

data dari Kementerian Perhubungan 
menunjukkan bahwa Indonesia masih 

tergolong memiliki biaya logistik tinggi. 

Dampak langsung dari tingginya biaya ini 

berdampak terhadap pembelian pangan 

masyarakat khususnya di daerah Timur dan 

kepulauan dimana beras menjadi sangat mahal 

bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan di 

pulau Jawa. 

Keempat, kesenjangan dalam 

infrastruktur digital antara pelabuhan besar dan 

pelabuhan menengah-kecil semakin 

mempertinggi disparitas logistik. Banyak 

pelabuhan di luar Jawa masih kekurangan akses 

ke koneksi internet yang stabil, sistem 

informasi pelabuhan yang terintegrasi, 

perangkat IoT, atau bahkan teknologi 

blockchain. Akibatnya, potensi transformasi 

menjadi pelabuhan pintar tidak dimanfaatkan 

secara merata di seluruh Indonesia. Ini semakin 

memperkuat dominasi pelabuhan besar 

sementara menghambat distribusi logistik 

kebutuhan pokok yang merata ke daerah 3T 

(terdepan, terluar, tertinggal) (Mabrori, 2025). 

Kelima, keterbatasan dalam kapasitas sumber 

daya manusia merupakan tantangan relevan 

yang dihadapi pelabuhan terkait transformasi 

digital (Raja, 2025). Sebagian besar pekerja 

pelabuhan belum mendapatkan pelatihan yang 

cukup terkait teknologi modern seperti sistem 

manajemen logistik berbasis IoT atau 

pencatatan transaksi blockchain. Penerapan 

kebijakan cerdas yang memerlukan tingkat 

keahlian teknis yang tinggi menghadapi 

tantangan karena kurangnya keterampilan 

digital dasar di antara para operator ini. 

Keenam, kurangnya kerangka regulasi 

nasional yang jelas untuk mendukung 

digitalisasi pelabuhan menjadi penghalang bagi 

adopsi teknologi secara menyeluruh. Sampai 

saat ini, belum ada regulasi teknis dan 

kebijakan insentif yang mendorong 

penggunaan blockchain dalam sistem 

pelabuhan, maupun integrasi penuh IoT dalam 

jaringan logistik nasional (Raja, 2025). 

Ketidakpastian dalam regulasi ini membuat 

banyak operator dan pemerintah daerah ragu 
untuk menginvestasikan sumber daya pada 

inovasi teknologi. Terakhir, tantangan 

pembiayaan tetap menjadi masalah klasik 

dalam setiap transformasi infrastruktur 

(Samudera, 2025). Penerapan teknologi cerdas 

memerlukan investasi awal yang cukup besar, 

baik untuk perangkat keras seperti sensor dan 

server, maupun untuk pengembangan sistem 

dan pelatihan sumber daya manusia. 

Pelabuhan-pelabuhan kecil dan menengah yang 

tersebar di wilayah timur Indonesia sering kali 

kesulitan mendapatkan pendanaan dari APBN 

maupun sektor swasta, sehingga mereka tidak 

dapat mengikuti laju transformasi digital 

nasional. 

Dari pemahaman yang mendalam tentang 

tujuh masalah pokok di atas, bisa disampaikan 
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bahwa masalah utama (problem statement) 

adalah keberadaan pelabuhan, terutama di 

daerah timur dan 3T (terdepan, terluar, 

tertinggal) yang masih bergantung pada sistem 

manual yang tidak terintegrasi. Hal ini 

menyebabkan proses penanganan kargo yang 

lambat, waktu tunggu kapal yang terlalu tinggi, 

dan biaya logistik yang mahal. Inefisiensi ini 

berdampak langsung pada melambungnya 

harga komoditas pangan dan menghambat 

distribusi pasokan yang adil di daerah-daerah 

rentan. Selain itu, kurangnya transparansi 

dalam rantai pasokan, celah dalam infrastruktur 

digital, terbatasnya kemampuan sumber daya 

manusia, kurangnya regulasi pendukung yang 

akan mendorong pergeseran menuju 

transformasi pelabuhan digital menambah 

kompleksitas lebih lanjut pada masalah ini. 

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang 

secara aktif mendukung penerapan teknologi 

berbasis IoT dan Blockchain untuk Pelabuhan 

Pintar yang bertujuan membangun sistem 

logistik pangan yang inklusif dan transparan 

guna memperkuat ketahanan pangan nasional 

secara adil dan berkelanjutan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel 

kebijakan ini bertujuan untuk merumuskan 

strategi dan rekomendasi kebijakan yang 

komprehensif dalam rangka mendorong 

transformasi sistem logistik maritim Indonesia 

melalui optimalisasi penerapan teknologi Smart 

Port berbasis Internet of Things (IoT) dan 

Blockchain. Dengan fokus pada pelabuhan 

sebagai simpul utama distribusi logistik 

pangan, artikel ini juga bertujuan untuk 

mengidentifikasi solusi terhadap inefisiensi 

operasional, kurangnya transparansi rantai 

pasok, serta tingginya biaya distribusi pangan 

yang selama ini menjadi penghambat 

pemerataan ketahanan pangan nasional. 

Artikel ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan analisis SWOT yang 

memadukan data sekunder dari Kementerian 

Perhubungan, Badan Pangan Nasional, 

PT Pelindo, dan BPS untuk pelabuhan 

Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan 

sebagai studi kasus. Pembatasan pada tiga 

pelabuhan strategis ini bersifat purposif untuk 

menggambarkan kondisi infrastruktur digital 

dan kesiapan adopsi IoT–blockchain. 

Keterbatasan studi mencakup ketergantungan 

pada data sekunder yang mungkin tidak 

sepenuhnya merefleksikan dinamika lapangan 

real-time, serta cakupan pelabuhan kecil yang 

belum terangkat. Dengan memusatkan analisis 

pada matriks SWOT, studi ini mengidentifikasi 

prioritas intervensi yang jelas dan kohesif, 

tanpa tumpang tindih metode. Berdasarkan 

pemetaan SWOT, rekomendasi kebijakan 

dihasilkan melalui penilaian kritis terhadap 

setiap strategi menggunakan kriteria 

efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka 

panjang. Pendekatan ini memastikan bahwa 

roadmap transformasi digital pelabuhan 

menjadi Smart Port didasarkan pada kekuatan 

dan peluang yang ada, sekaligus mengatasi 

kelemahan dan mengantisipasi ancaman, 

sehingga mampu memperkuat ketahanan 

pangan nasional secara berkelanjutan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelabuhan memiliki peran yang sangat 

krusial dalam sistem logistik pangan di 

Indonesia, terutama sebagai tautan utama untuk 

mendistribusikan komoditas strategis seperti 

beras, jagung, dan kedelai. Namun, laporan 

World Bank (2023) menunjukkan bahwa biaya 

logistik di Indonesia diperkirakan sekitar 23-

24% dari PDB yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan Malaysia (13%) atau Singapura 

(8%). Ketidakseimbangan ini menjadi salah 

satu tantangan utama sistem logistik nasional, 

terutama dalam konteks ketahanan pangan. 

Perbedaan harga pangan pokok antara bagian 

barat dan timur Indonesia tetap mencolok 

dengan wilayah terpencil seperti Papua dimana 

harga dua hingga tiga kali lebih tinggi 

dibandingkan di pulau Jawa (Badan Pangan 

Nasional, 2024). 

Teori sistem logistik menjelaskan bahwa 

efisiensi juga ditentukan oleh proses koordinasi 

pada kecepatan distribusi (Ivanova et al., 2021). 
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Internet of Things (IoT) dan blockchain dapat 

mengatasi tantangan tersebut. IoT sudah 

mendukung pengumpulan data secara real-

time, sedangkan blockchain bisa untuk 

transparansi data (Athavale et al., 2020). 

Penerapan Smart Port berbasis IoT serta 

Blockchain sangat penting untuk mewujudkan 

ketahanan pangan. Ketahanan pangan berkaitan 

tidak hanya dengan produksi, tetapi juga sistem 

pendistribusian yang efektif dan efisien. 

Perhatian penanganan distribusi pangan bagi 

Indonesia bagian timur yang rentan terhadap 

masalah pangan, menjadikan modernisasi 

pelabuhan sangat penting untuk mencapai 

keadilan pangan nasional. 

Kebijakan transportasi laut harus 

berfokus pada transformasi digital pelabuhan. 

IoT dapat memantau pergerakan kapal dan 

kondisi muatan, sementara blockchain 

memberikan transparansi dan keandalan data. 

Pemerintah perlu mengidentifikasi pelabuhan 

strategis untuk penerapan Smart Port mengenai 

efektivitas biaya. Digunakannya teknologi 

digital di pelabuhan memerlukan kebijakan 

yang melibatkan berbagai kementerian dengan 

memberikan insentif pelaksanaan teknologi 

digital di pelabuhan. Penggunaan kombinasi 

kedua teknologi ini akan memastikan 

ketersediaan pangan di daerah terpencil serta 
mengurangi inefisiensi. 

Kebijakan transportasi laut yang 

mengintegrasikan Smart Port berbasis IoT dan 

Blockchain sejalan dengan agenda nasional 

untuk memperkuat konektivitas maritim dan 

kedaulatan pangan. Di tingkat global, kebijakan 

ini juga berkontribusi pada pencapaian SDGs 

(Sustainable Development Goals), terutama 

tujuan 2 (zero hunger), 9 (industri, inovasi, dan 

infrastruktur), serta 13 (aksi iklim). Dengan 

adanya infrastruktur pelabuhan yang cerdas dan 

efisien, Indonesia dapat mengurangi 

kesenjangan ketahanan pangan antar wilayah 

dan memastikan bahwa akses terhadap pangan 

menjadi hak bagi semua warga negara, tanpa 

memandang lokasi geografis mereka. Oleh 

karena itu, kebijakan ini tidak hanya bersifat 

teknis-logistik, tetapi juga strategis dalam 

mendukung pemerataan pembangunan dan 

keadilan sosial. 

Analisis Badan Pangan Nasional melalui 

Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 

2024 mengungkapkan adanya pola musiman 

dalam arus logistik pangan yang sejalan dengan 

siklus panen (Badan Pangan Nasional, 2024). 

Selama puncak musim panen padi antara April 

hingga Juni, pelabuhan-pelabuhan besar 

mencatat peningkatan keluaran hingga 25%. 

Namun, pada periode antara panen dari Juli 

hingga September, terjadi penurunan sebesar 

15%. Dengan penerapan IoT di simpul 

pelabuhan, pemantauan arus kargo secara real-

time menjadi mungkin, sementara teknologi 

blockchain memberikan jejak yang tidak dapat 

diubah untuk setiap pengiriman. Ini 

memungkinkan otoritas untuk lebih siap 

menghadapi potensi kekurangan stok di daerah 

yang rawan pangan. 

Data Statistik BPS Tahun 2023 

menegaskan adanya ketidakmerataan dalam 

distribusi komoditas pangan antarwilayah: 

wilayah barat menyuplai 60% dari total 

volume, sementara wilayah timur hanya 

menerima 40%, meskipun permintaan di sana 

terus meningkat (BPS, 2024). Pola ini 

menunjukkan perlunya intervensi dalam 
kebijakan transportasi laut, seperti memperkuat 

rute Tol Laut dan trayek perintis menuju 

pelabuhan-pelabuhan regional di Indonesia 

Timur Ini penting untuk menyeimbangkan 

akses logistik dan memastikan ketersediaan 

pangan di seluruh provinsi. Sementara 

keberadaan Infrastruktur digital pelabuhan 

yang cerdas, didukung oleh IoT dan blockchain 

akan penting, menjadi kunci untuk memastikan 

proses ini berjalan dengan efisien, transparan, 

dan akuntabel. 

Dalam konteks pembangunan sistem 

transportasi laut yang terintegrasi untuk 

mendukung ketahanan pangan nasional, 

penting untuk memahami indikator 

fundamental yang menggambarkan kondisi 

pangan masyarakat. Salah satu indikator yang 
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menjadi tolok ukur global adalah Prevalence of 

Undernourishment (PoU), yaitu persentase 

populasi yang mengonsumsi energi (kalori) 

harian di bawah ambang batas minimum yang 

diperlukan untuk mempertahankan kehidupan 

sehat dan produktif. Ambang batas ini 

umumnya ditetapkan sebesar 2.100 kilokalori 

per kapita per hari, dan dihitung dengan 

memperhitungkan variabel biologis seperti 

jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, 

serta tingkat aktivitas fisik individu. 

Data PoU memiliki nilai strategis dalam 

pengambilan keputusan kebijakan transportasi 

laut karena menunjukkan tingkat ketercukupan 

konsumsi pangan Masyarakat yang pada 

dasarnya sangat dipengaruhi oleh efektivitas 

sistem distribusi pangan antarwilayah. Jika 

sistem transportasi logistik, khususnya yang 

berbasis pelabuhan, tidak efisien dan tidak 

merata menjangkau wilayah-wilayah 3TP, 

maka akses pangan akan terganggu dan nilai 

PoU berpotensi meningkat. Oleh karena itu, 

nilai PoU dapat digunakan sebagai indikator 

tidak langsung untuk mengukur performa 

logistik maritim dalam mendukung ketahanan 

pangan. 

Menurut Badan Pangan Nasional (2024) 

pada tahun 2023, nilai PoU Indonesia tercatat 

sebesar 8,53%, yang berarti lebih dari 27 juta 

penduduk masih mengalami defisit energi 

konsumsi harian. Dengan menjadikan 

pelabuhan sebagai simpul logistik yang efisien, 

transparan, dan adaptif terhadap dinamika 

pasokan dan permintaan pangan, maka 

aksesibilitas terhadap pangan pokok dapat 

dijamin secara merata di seluruh Indonesia. 

Langkah strategis ini pada akhirnya akan 

berdampak langsung terhadap pengurangan 

angka kerawanan pangan dan mempercepat 

pencapaian tujuan ketahanan pangan nasional 

yang inklusif dan berkelanjutan.  

Dalam kerangka penguatan kebijakan 

ketahanan pangan melalui optimalisasi sistem 

transportasi laut, perlu disoroti bahwa 

kesenjangan geografis juga tercermin dalam 

disparitas Prevalence of Undernourishment 

(PoU) antarwilayah di Indonesia. Secara 

spasial, provinsi-provinsi di kawasan timur 

Indonesia menunjukkan nilai PoU yang jauh 

lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah 

barat. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi 

penduduk yang belum terpenuhi kebutuhan 

konsumsi energinya masih sangat besar di 

kawasan timur, sehingga menjadi kelompok 

yang paling rentan terhadap krisis pangan. 

Data tersebut menggarisbawahi perlunya 

intervensi kebijakan transportasi laut yang 

diarahkan secara lebih afirmatif untuk 

memperkuat aksesibilitas pangan antarwilayah, 

khususnya melalui peran strategis pelabuhan 

sebagai pusat distribusi pangan. Dengan 

mengedepankan pendekatan berbasis teknologi 

seperti Smart Port yang mengintegrasikan IoT 

dan blockchain, wilayah dengan indeks PoU 

tinggi dapat difasilitasi untuk menerima 

pasokan pangan secara lebih efisien, 

transparan, dan tepat waktu. Hal ini bukan 

hanya soal logistik, tetapi menyangkut hak 

dasar masyarakat untuk hidup sehat dan 

produktif secara merata di seluruh Nusantara.  

Peta Cadangan Beras Pemerintah Daerah 

(CBPP) Minggu IV Desember 2023 

menunjukkan ketimpangan distribusi stok 

pangan antarprovinsi di Indonesia. Provinsi-

provinsi di wilayah barat dan tengah, seperti 

Jawa Barat (2.161,14 ton), Kalimantan Barat 

(410,95 ton), dan Sumatera Barat (403,88 ton), 

memiliki cadangan beras yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan wilayah-wilayah di Indonesia 

timur, khususnya Papua, Papua Pegunungan, 

dan Papua Tengah yang belum memiliki CBPP 

atau bahkan belum memiliki regulasi yang 

mendukung pembentukan cadangan tersebut. 

Ketimpangan ini menandakan adanya 

kesenjangan dalam ketahanan pangan 

antarwilayah serta potensi kerentanan tinggi di 

wilayah timur Indonesia (Badan Pangan 

Nasional, 2024). 

Situasi ini memperkuat urgensi intervensi 

kebijakan transportasi laut untuk memperkuat 

ketahanan pangan nasional. Transportasi laut 

penting untuk distribusi pangan dari daerah 
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surplus ke defisit, terutama untuk wilayah 3T. 

Sebagai tindak lanjut kebijakan, pemerintah 

perlu menetapkan pelabuhan utama sebagai 

simpul distribusi pangan regional. Integrasi 

sistem logistik berbasis teknologi dan 

peningkatan frekuensi kapal logistik perlu 

diadopsi sebagai bagian dari kebijakan jangka 

menengah. Pendekatan ini akan memperkuat 

sistem ketahanan pangan nasional dengan 

memanfaatkan jalur laut sebagai tulang 

punggung distribusi yang adil dan efisien. 

Data konsumsi beras per provinsi di 

Indonesia tahun 2023 mengungkapkan 

ketidakseimbangan antara tingkat konsumsi 

dan potensi produksi atau distribusi beras di 

berbagai wilayah (Badan Pangan Nasional, 

2024). Provinsi seperti Nusa Tenggara Barat 

(119,4%), Sulawesi Barat (116,8%), dan Nusa 

Tenggara Timur (110,1%) mencatatkan 

konsumsi di atas 100%, yang menunjukkan 

adanya tekanan terhadap pasokan lokal dan 

potensi ketergantungan terhadap pasokan dari 

luar wilayah. Sebaliknya, Papua hanya 

mencatat konsumsi 59,5%, yang dapat 

menandakan keterbatasan akses atau rendahnya 

ketergantungan pada beras karena pola 

konsumsi berbeda, tetapi juga dapat menjadi 

indikator kerentanan terhadap distribusi pangan 

nasional yang tidak merata. 
Kesenjangan konsumsi ini menegaskan 

perlunya intervensi kebijakan transportasi laut 

yang lebih terencana untuk menjamin distribusi 

beras antarpulau secara adil dan efisien. 

Daerah-daerah dengan konsumsi tinggi 

memerlukan suplai reguler yang andal dari 

daerah surplus, sementara daerah dengan 

konsumsi rendah perlu dianalisis lebih lanjut 

apakah disebabkan oleh kendala logistik, 

rendahnya daya beli, atau preferensi pangan 

lokal. Dalam konteks ini, keberadaan dan 

keterhubungan pelabuhan logistik pangan 

menjadi sangat krusial sebagai titik distribusi 

utama dalam mendukung rantai pasok beras 

nasional. Sebagai respons kebijakan, penguatan 

sistem tol laut dan pelayaran perintis yang 

melayani daerah-daerah dengan konsumsi 

tinggi dan pasokan terbatas sangat diperlukan. 

Pemerintah juga perlu mendorong digitalisasi 

rantai pasok dengan integrasi data konsumsi 

dan distribusi untuk memetakan kebutuhan 

secara real-time. Pelabuhan-pelabuhan seperti 

Kupang, Mamuju, dan Bima dapat 

dikembangkan menjadi simpul logistik regional 

yang didukung oleh infrastruktur dingin, 

pergudangan, dan sistem monitoring 

transportasi berbasis teknologi guna 

mengurangi kerentanan pangan dan 

meningkatkan ketahanan di wilayah timur dan 

kepulauan Indonesia. 

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 

Tahun 2023 yang dirilis oleh Badan Pangan 

Nasional (2024) mengungkapkan bahwa 

sebanyak 68 kabupaten/kota (13% dari total 

wilayah administratif) tergolong rentan 

terhadap rawan pangan Wilayah-wilayah 

dengan kerentanan tertinggi tersebar di 

Indonesia Timur, wilayah 3T (Terdepan, 

Terluar, dan Tertinggal), serta wilayah 

kepulauan. Ciri utama dari daerah-daerah ini 

adalah produksi pangan yang tidak mencukupi 

kebutuhan lokal, tingginya prevalensi stunting 

pada balita, terbatasnya akses terhadap air 

bersih, dan tingginya angka kemiskinan. Dari 

sisi kebijakan transportasi laut, kondisi tersebut 

menyoroti pentingnya intervensi strategis 
dalam memperkuat konektivitas logistik 

pangan ke daerah-daerah rawan. Banyak dari 

wilayah yang terindikasi rentan berada jauh dari 

pusat-pusat produksi dan distribusi utama, 

dengan tantangan geografis berupa laut, 

perbukitan, dan keterisolasian transportasi. 

Pelabuhan-pelabuhan kecil di wilayah timur 

Indonesia dan kepulauan terluar sering kali 

belum memiliki infrastruktur yang memadai 

untuk bongkar muat pangan dalam skala besar, 

atau hanya dilayani pelayaran yang tidak rutin 

dan bergantung pada cuaca. 

Untuk menjawab tantangan ini, kebijakan 

transportasi laut harus diarahkan pada 

peningkatan frekuensi dan jangkauan tol laut 

serta optimalisasi pelayaran perintis sebagai 

tulang punggung distribusi logistik pangan. 
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Perluasan jejaring pelabuhan feeder dan 

pembangunan pusat distribusi logistik regional 

yang dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan 

dingin dan sistem pemantauan digital akan 

memperkuat ketahanan pangan daerah. Selain 

itu, insentif bagi operator logistik laut untuk 

menjangkau wilayah-wilayah non-komersial 

juga menjadi bagian penting dari strategi 

nasional untuk mengurangi kerentanan pangan 

dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan. 

Lokasi Kawasan Strategis dalam RPJMN 

2025-2029 menunjukkan 12 wilayah prioritas 

yang akan dikembangkan sebagai kawasan 

sentra produksi pangan (KSPP) atau food state, 

dengan komoditas utama seperti padi, jagung, 

kedelai, cabai, bawang merah, tebu, dan 

komoditas hortikultura lainnya. Wilayah-

wilayah ini tersebar di Sumatera, Kalimantan, 

Papua, dan Nusa Tenggara Timur, termasuk 

juga kawasan 3T yang selama ini dikenal rentan 

pangan. Lokasi ini berperan sebagai respons 

kebijakan proaktif terhadap ketimpangan 

distribusi pangan nasional, yang terlihat jelas 

dalam dua data sebelumnya yaitu tingkat 

konsumsi beras per provinsi dan tingkat 

kerentanan pangan. Wilayah-wilayah dengan 

konsumsi tinggi tapi produksi rendah (seperti 

NTT, Papua, Sulawesi Barat), serta wilayah-

wilayah dengan ketahanan pangan rendah, kini 

diarahkan menjadi pusat produksi pangan untuk 

meningkatkan swadaya pangan regional dan 

nasional. 

Dukungan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut  

Pada RPJMN 2025–2029 menandai 

penyebaran dan distribusi fasilitas pelabuhan 

yang digunakan untuk mendukung 

pengembangan food estate di provinsi-provinsi 

Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan 

Tengah, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan 

Papua Selatan. Pelabuhan-pelabuhan tersebut 

dimiliki oleh Kementerian Perhubungan 

maupun PT Pelindo yang dilengkapi dengan 

Tol Laut dan jalur perintis bertujuan untuk 

memperkuat food estate yang tumbuh di enam 

provinsi prioritas (Bappenas, 2023). Dari sudut 

pandang ketahanan pangan serta penilaian 

kerentanan, pola distribusi dan rasio ini jelas 

terlibat di wilayah 3T serta daerah yang 

sebelumnya dianggap sebagai zona rawan 

pangan yang sulit dijangkau melalui darat. 

Dengan menggunakan rute Tol Laut dan 

pelabuhan perintis sebagai pusat distribusi 

logistik pangan, kebijakan ini mengurangi 

hambatan logistik, biaya pengiriman, dan 

waktu pengiriman dari food estate ke pasar 

lokal. Model ini sangat penting dalam 

menyediakan pasokan cabai, jagung, padi, dan 

komoditas hortikultura yang stabil ke bagian 

timur Indonesia yang paling membutuhkannya 

mengingat bahwa daerah-daerah ini masih 

menghadapi tingkat stunting dan angka 

kemiskinan yang tinggi pada kebutuhan dasar 

(Badan Pangan Nasional, 2024).  

Selanjutnya, untuk mendukung intervensi 

kebijakan dalam transportasi laut, perlu 

memperbaiki infrastruktur pelabuhan. Dalam 

hal ini, peningkatan kapasitas dermaga dan 

kekuatan cold chain serta digitalisasi proses 

bongkar muat perlu dilakukan (ERIA, 2019). 

Setiap regulasi yang ada harus tercipta 

keberlanjutan pada trayek perintis dan Tol Laut 

Serta memberikan insentif bagi operator agar 

mampu mengoptimalkan frekuensi pelayaran di 

pelabuhan non komersil. Dengan 

menyelaraskan rencana induk pelabuhan 

dengan peta lumbung pangan, sistem logistik 

pangan nasional dapat diperkuat bersamaan 

dengan pengurangan kerentanan di daerah 

terpencil dan percepatan pemerataan ketahanan 

pangan di seluruh nusantara. 

Implementasi Teknologi: Analisis IoT dan 

Blockchain 

Implementasi teknologi IoT terhadap 

pelabuhan Indonesia sudah menjadi salah satu 

langkah paling berarti untuk peningkatan 

efisiensi logistik pangan. Pada bidang 

pemantauan, sensor IoT memungkinkan untuk 

memonitor suhu, kelembaban, dan posisi 

kontainer secara real-time (Salah et al., 2020). 

Ini sangat penting demi menjaga mutu pangan 

apalagi pada komoditas perlakuan khusus 
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seperti beras, jagung dan kedelai. Seperti pada 

Pelabuhan Tanjung Priok, penerapan IoT oleh 

Pelindo telah berhasil menurunkan kerusakan 

barang selama tahap transportasi sampai 25% 

(PT. Pelindo, 2023). Tidak hanya itu saja, hasil 

dari penerapan otomatisasi berbasis IoT 

terhadap pengoptimalan proses bongkar muat 

yang langsung berimplikasi kepada 

pengurangan waktu tunggu kapal mencapai 20-

25%. 

Blockchain, di sisi lain, menawarkan 

solusi yang hebat untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam rantai 

pasok logistik pangan. Teknologi ini 

memungkinkan pencatatan transaksi logistik 

yang tidak bisa diubah dan dapat diakses oleh 

semua pemangku kepentingan secara real-time. 

Selain itu, blockchain juga memberikan 

jaminan keamanan data, yang membantu 

mengurangi risiko manipulasi atau kehilangan 

informasi selama proses logistic (Ellahi et al., 

2023). Ketika IoT dan blockchain digunakan 

bersama-sama, mereka menciptakan sistem 

logistik yang terintegrasi dan efisien. Sensor 

IoT memberikan data real-time tentang kondisi 

dan lokasi barang, sementara blockchain 

memastikan bahwa data tersebut tercatat 

dengan aman dan transparan. Kombinasi ini 

tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional 
tetapi juga membangun kepercayaan antara 

semua pemangku kepentingan, termasuk 

pemerintah, operator pelabuhan, distributor 

pangan, dan konsumen akhir. 

Namun, penerapan teknologi ini masih 

menghadapi beberapa tantangan. Salah satu 

hambatan utama adalah infrastruktur teknologi 

yang tidak merata di seluruh pelabuhan 

nasional. Pelabuhan kecil di bagian timur 

Indonesia sering kali kesulitan mendapatkan 

akses ke jaringan internet yang stabil atau 

fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, ada juga 

resistensi terhadap perubahan dan kurangnya 

pelatihan teknis bagi tenaga kerja pelabuhan, 

yang menjadi kendala signifikan. Oleh karena 

itu, diperlukan investasi besar dalam 

infrastruktur digital dan pengembangan 

kapasitas sumber daya manusia untuk 

memastikan keberhasilan penerapan IoT dan 

blockchain di seluruh pelabuhan nasional. 

Konsep "Smart Port" merujuk pada 

pelabuhan yang memanfaatkan teknologi 

digital untuk meningkatkan efisiensi 

operasional dan mengurangi dampak 

lingkungan (Al-Fatlawi & Motlak, 2023). Di 

Indonesia, penerapan konsep ini masih dalam 

tahap awal, tetapi memiliki potensi besar untuk 

mengatasi tantangan logistik yang ada (Ritonga 

et al., 2022). Studi menunjukkan bahwa 

pelabuhan yang mengadopsi teknologi IoT 

dapat mengurangi waktu tunggu kapal hingga 

40% dan meningkatkan efisiensi energi hingga 

25% (Muñuzuri et al., 2020). Dengan demikian, 

investasi dalam teknologi ini tidak hanya akan 

mempercepat proses logistik, tetapi juga 

berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan 

dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di 

sektor pelabuhan. 

Sebagai langkah awal dalam menerapkan 

kebijakan transportasi laut untuk mendukung 

ketahanan pangan, penting untuk 

mengidentifikasi pelabuhan yang bisa dijadikan 

proyek percontohan. Pelabuhan Tanjung Priok 

di Jakarta muncul sebagai kandidat utama 

karena merupakan pelabuhan terbesar di 

Indonesia dengan volume logistik pangan 
tertinggi, terutama untuk komoditas seperti 

beras, jagung, kedelai, dan produk hortikultura. 

Selain itu, bersama dengan pelabuhan Belawan 

(Medan) dan Tanjung Perak (Surabaya) juga 

memainkan peran penting dalam distribusi 

logistik pangan ke dan dari kawasan Timur 

Indonesia. Sementara, Pelabuhan Tenau 

(Kupang), Pelabuhan Merauke, dan Pelabuhan 

Manokwari diprioritaskan sebagai simpul 

logistik regional untuk mendukung lumbung 

pangan di kawasan Indonesia Timur dan daerah 

3T, sesuai dengan peta lumbung pangan 2025–

2029 (Bappenas, 2024; BSIP SDLP, 2024). 

Dari segi kesiapan teknologi, Pelabuhan 

Tanjung Priok dan Tanjung Perak telah 

mengadopsi sistem Port Community System 

(PCS) dan mulai mengintegrasikan teknologi 
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Internet of Things (IoT) melalui pelacakan 

kontainer pintar, digital gate pass, dan sistem 

manajemen bongkar muat otomatis. PT Pelindo 

juga mencatat kesiapan infrastruktur digital 

melalui Terminal Operating System (TOS) dan 

pilot implementasi teknologi Blockchain untuk 

digital bill of lading dan smart contract. Namun, 

kesiapan ini belum merata di pelabuhan kelas 

menengah seperti Tenau atau Merauke, yang 

masih menghadapi tantangan dalam hal 

jaringan data, sistem informasi logistik 

terpusat, dan kapasitas SDM dalam 

pengelolaan teknologi digital pelabuhan 

(Kemenhub, 2024a; Pelindo, 2024b). 

Analisis kesenjangan (gap analysis) 

mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam 

penerapan IoT dan Blockchain di pelabuhan 

terletak pada perbedaan infrastruktur digital 

antarwilayah, kurangnya integrasi platform 

logistik nasional, serta belum adanya kebijakan 

insentif dan regulasi khusus dari Kemenhub 

untuk mendukung transformasi digital 

pelabuhan yang berfokus pada komoditas 

pangan. Untuk itu, diperlukan pengembangan 

roadmap pelabuhan pintar (smart port) yang 

berbasis klaster pangan, dimulai dari 

pelabuhan-pelabuhan strategis di jaringan Tol 

Laut, serta kolaborasi yang lebih intensif antara 

Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan 

Kementerian Pertanian. Dengan mengatasi 

kesenjangan ini, sistem transportasi laut akan 

mampu mendukung rantai pasok pangan yang 

lebih tangguh, transparan, dan adaptif terhadap 

tantangan distribusi di masa depan (Bappenas, 

2023; Kemenhub, 2024b). 

Di Indonesia, tantangan dalam logistik 

pangan semakin rumit karena faktor geografis 

sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih 

dari 17.000 pulau. Ketergantungan pada 

pelabuhan sebagai titik distribusi utama 

membuat efisiensi operasional pelabuhan 

sangat penting untuk memastikan ketersediaan 

pangan yang merata di seluruh wilayah. 

Namun, data dari Badan Pangan Nasional 

(2024) menunjukkan adanya perbedaan yang 

signifikan dalam distribusi pangan, di mana 

harga di daerah terpencil seperti Papua dan 

Nusa Tenggara Timur bisa mencapai dua 

hingga tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan 

dengan wilayah di Pulau Jawa. Ini 

menunjukkan adanya inefisiensi dalam rantai 

logistik yang memerlukan solusi berbasis 

teknologi. 

Teknologi IoT telah terbukti sangat 

efektif dalam mengatasi berbagai tantangan 

logistik. Dengan adanya sensor IoT, maka bisa 

memantau kondisi kontainer secara real-time, 

seperti suhu, kelembaban, dan posisi, yang 

sangat krusial untuk menjaga kualitas pangan 

selama proses transportasi. Selain itu, 

otomatisasi proses bongkar muat yang berbasis 

IoT di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok 

telah berhasil mengurangi waktu tunggu kapal 

hingga 25% (Pelindo, 2024b). Di sisi lain, 

teknologi blockchain juga berperan penting 

dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi 

dalam administrasi logistik. Dengan mencatat 

semua transaksi logistik secara digital dan 

permanen, blockchain mampu memangkas 

waktu pengurusan dokumen hingga 40% 

(Blockchain Today, 2023). 

Relevansi penerapan teknologi IoT dan 

blockchain semakin diperlukan dalam upaya 

mendukung ketahanan pangan nasional. 

Teknologi ini tidak hanya membantu 

meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga 

memastikan bahwa distribusi pangan 

berlangsung dengan transparan dan akuntabel. 

Dengan adanya pemantauan secara real-time 

dan pencatatan data yang aman, risiko 

kehilangan barang atau manipulasi data dapat 

diminimalkan. Hal ini tentunya memberikan 

manfaat langsung kepada konsumen, seperti 

harga pangan yang lebih terjangkau. 

Identifikasi Implementasi IoT dan 

Blockchain di Pelabuhan 

Teknologi IoT telah membuka jalan bagi 

pengumpulan dan analisis data secara real-

time, yang sangat krusial dalam pengelolaan 

logistik pangan. Dengan menggunakan sensor 

IoT akan bisa memantau kondisi barang, seperti 

suhu dan kelembapan, yang merupakan faktor 
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penting untuk menjaga kualitas produk pangan. 

Menurut penelitian, penggunaan sensor IoT di 

pelabuhan dapat mengurangi kerugian akibat 

pembusukan produk pangan (Sangeetha & 

Vijayalakshmi, 2020). Jadi, penerapan 

teknologi ini tidak hanya meningkatkan 

efisiensi operasional, tetapi juga memastikan 

bahwa pangan yang sampai ke konsumen aman 

dan berkualitas. Ketahanan pangan nasional 

Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan 

dinamika yang cukup kompleks, dipengaruhi 

oleh fluktuasi produksi, permintaan domestik, 

dan tantangan dalam distribusi. Data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pangan 

Nasional (Bapanas) menunjukkan bahwa 

produksi beras mengalami penurunan sebesar 

2,43% dibandingkan tahun sebelumnya, 

mencapai 30,34 juta ton. Penurunan ini 

disebabkan oleh keterlambatan musim tanam 

dan panen akibat cuaca kering yang 

berkepanjangan. (Kurniawati, 2024).  

Permintaan pangan domestik terus 

meningkat seiring dengan pertumbuhan 

populasi dan perubahan pola konsumsi. 

Laporan "Statistik Konsumsi Pangan 2023" 

yang dirilis oleh Kementerian Pertanian 

menunjukkan bahwa konsumsi per kapita untuk 

komoditas utama seperti beras, jagung, dan 

kedelai telah meningkat dalam lima tahun 
terakhir. Kenaikan ini mencerminkan 

kebutuhan akan sistem produksi dan distribusi 

yang lebih efisien untuk memenuhi permintaan 

yang terus bertambah (Kementan, 2023). Di 

tingkat global, laporan "Food Outlook" dari 

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) 

mencatat bahwa pasar pangan dunia 

menghadapi tantangan akibat ketidakpastian 

iklim dan gangguan rantai pasok. Indonesia, 

sebagai bagian dari pasar global, perlu 

memperkuat sistem ketahanan pangan 

domestik dengan cara mendiversifikasi sumber 

pangan, meningkatkan efisiensi produksi, dan 

memperkuat infrastruktur distribusi untuk 

mengurangi ketergantungan pada impor serta 

meningkatkan kemandirian pangan nasional 

(FAO, 2023). 

Penelitian lain menunjukkan bahwa 

penerapan IoT telah menjadi salah satu kunci 

dalam modernisasi pelabuhan di Indonesia. 

Teknologi ini memungkinkan pemantauan 

kondisi kontainer melalui sensor yang 

memberikan informasi secara real-time tentang 

suhu, kelembaban, dan lokasi (Cil et al., 2022). 

Selain itu, IoT juga memungkinkan 

optimalisasi perencanaan bongkar muat dengan 

mengintegrasikan data operasional ke dalam 

satu sistem pusat yang dapat diakses oleh 

semua pemangku kepentingan, termasuk 

operator pelabuhan, perusahaan logistik, dan 

otoritas pemerintah  (Ahmad Antouz et al., 

2023). Penggunaan IoT juga membantu dalam 

pelacakan lokasi kontainer secara akurat, 

sehingga memudahkan proses pengiriman dan 

penerimaan barang. Dengan sistem pelacakan 

yang efisien, pihak-pihak terkait dapat 

memperoleh informasi terkini mengenai status 

pengiriman, yang pada gilirannya 

meningkatkan kepercayaan antara produsen, 

distributor, dan konsumen (Salah et al., 2020). 

Selain itu, penerapan teknologi ini dapat 

menurunkan biaya operasional dan 

meningkatkan produktivitas pelabuhan secara 

keseluruhan, menjadikannya lebih kompetitif di 

pasar global. 

Blockchain, meskipun masih dalam tahap 
awal adopsi di pelabuhan Indonesia, telah mulai 

digunakan untuk meningkatkan transparansi 

dalam rantai pasok logistik. Teknologi ini 

memungkinkan pencatatan transaksi secara 

permanen dan tidak dapat diubah, sehingga 

mengurangi risiko penipuan data dan 

mempermudah proses audit (Hafizon et al., 

2019). Sebagai contoh, beberapa pelabuhan 

strategis di Indonesia telah mengadopsi sistem 

berbasis blockchain untuk mempercepat proses 

dokumentasi dan pengurusan bea cukai, yang 

sebelumnya memakan waktu berhari-hari. 

Dengan penerapan sistem ini, waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan prosedur 

tersebut dapat dipangkas secara signifikan, 

memberikan keuntungan kompetitif bagi 

pelabuhan dalam menarik lebih banyak 
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pelanggan dan mempercepat aliran barang ke 

pasar  (Ahmad et al., 2021) . Namun demikian, 

keberhasilan adopsi teknologi blockchain dan 

IoT dalam sistem logistik pelabuhan sangat 

ditentukan oleh keberadaan regulasi yang kuat 

dan standar keamanan data yang jelas. Dalam 

konteks Indonesia, kebijakan mengenai 

perlindungan data pribadi dan keamanan siber 

telah diatur melalui Undang-Undang No. 27 

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 

(PDP) yang menetapkan prinsip-prinsip 

penting terkait pemrosesan, penyimpanan, dan 

perlindungan data digital di seluruh sektor, 

termasuk sektor logistik dan pelabuhan. Di sisi 

lain, penerapan IoT di sektor transportasi laut 

juga telah mulai diakomodasi melalui sejumlah 

regulasi teknis seperti Peraturan Menteri 

Perhubungan (Permenhub) No. PM 37 Tahun 

2015 tentang Sistem Informasi dan Komunikasi 

di Pelabuhan, yang memberikan kerangka bagi 

digitalisasi pelayanan pelabuhan melalui 

integrasi sistem informasi berbasis elektronik. 

Saat ini masih belum ada regulasi sektoral 

yang secara khusus mengatur tata kelola dan 

standar operasional penggunaan blockchain 

dalam sistem logistik nasional, termasuk di 

pelabuhan. Ini menciptakan celah kebijakan 

yang bisa menimbulkan keraguan dalam adopsi 

teknologi oleh operator pelabuhan, forwarder, 

dan instansi kepabeanan. Beberapa studi 

internasional menekankan pentingnya adanya 

kerangka regulasi bersama yang mendukung 

interoperabilitas, keamanan enkripsi, dan 

kepatuhan terhadap standar internasional 

(seperti ISO/TC 307 untuk blockchain) agar 

teknologi ini benar-benar dapat menciptakan 

sistem logistik yang efisien dan dapat dipercaya 

(Saberi et al., 2019). Oleh karena itu, kolaborasi 

yang erat antara Kementerian Perhubungan, 

Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi 

Negara (BSSN), serta pelaku industri logistik 

sangat diperlukan untuk menyusun pedoman 

teknis dan standar keamanan yang 

komprehensif. Penyusunan kebijakan ini akan 

memperkuat landasan hukum dan 

meningkatkan kepastian regulatif, yang sangat 

penting untuk mendorong transformasi digital 

pelabuhan secara berkelanjutan serta 

meningkatkan kepercayaan di antara para 

pemangku kepentingan dalam ekosistem 

logistik pangan nasional. 

Blockchain menawarkan solusi cerdas 

untuk masalah transparansi dan keamanan 

dalam rantai pasokan pangan. Dengan sistem 

pencatatan yang terdesentralisasi dan tidak 

dapat diubah, setiap transaksi yang terjadi di 

pelabuhan dapat dicatat dengan aman. Ini 

menunjukkan bahwa penerapan blockchain 

dalam manajemen pelabuhan dapat 

meningkatkan kepercayaan antara para 

pemangku kepentingan dengan menyediakan 

bukti digital yang tidak bisa dimanipulasi 

(Wang et al., 2021).  Penerapan teknologi IoT 

dan blockchain di pelabuhan Indonesia telah 

memberikan dampak signifikan terhadap 

efisiensi logistik pangan, terutama dalam hal 

pengurangan waktu dan biaya distribusi. Selain 

itu, implementasi blockchain juga 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

dalam rantai pasok logistik. Blockchain 

mencatat semua transaksi logistik dalam sistem 

yang tidak dapat diubah, memungkinkan para 

pemangku kepentingan untuk memverifikasi 

data secara real-time. Transparansi ini 

memperkuat kepercayaan antara pemerintah, 

operator pelabuhan, dan mitra logistik. Dengan 

sistem yang transparan, potensi manipulasi data 

dan kehilangan barang selama pengangkutan 

dapat diminimalkan. IoT juga berperan penting 

dalam menjaga kualitas pangan selama 

transportasi. Sensor IoT memantau suhu dan 

kelembaban kontainer secara real-time, 

memastikan bahwa komoditas pangan, 

terutama yang sensitif terhadap suhu seperti 

beras dan jagung, tetap terjaga kualitasnya. 

Teknologi ini memungkinkan operator untuk 

mendeteksi dan mengatasi masalah dalam 

penyimpanan atau pengangkutan sebelum 

menyebabkan kerusakan signifikan pada 

komoditas pangan. 
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Dampak terhadap Efisiensi Logistik Pangan 

Penerapan teknologi IoT dan 

blockchain telah membawa perubahan besar 

dalam efisiensi logistik pangan. Berdasarkan 

penelitian yang ada, penggunaan IoT untuk 

memantau kondisi kontainer dapat mengurangi 

risiko kerusakan pangan selama proses 

transportasi (Popa et al., 2019). Selain itu, 

teknologi ini juga mempercepat waktu 

distribusi dengan mengoptimalkan rute 

pengiriman dan mengotomatiskan proses 

bongkar muat (Lehmacher, 2021). Dengan cara 

ini, integrasi kedua teknologi ini tidak hanya 

meningkatkan keamanan dan transparansi 

dalam rantai pasokan pangan, tetapi juga 

membantu menekan biaya operasional secara 

keseluruhan. 

Di sisi lain, blockchain berperan dalam 

mengurangi biaya operasional logistik dengan 

menghilangkan dokumen fisik dan 

mempercepat proses administrasi (Aylak, 

2022). Teknologi ini juga meningkatkan 

akurasi data inventaris, yang pada gilirannya 

membantu mengurangi pemborosan pangan 

akibat kesalahan dalam pencatatan atau 

pengelolaan stok (Ugochukwu et al., 2022). 

Jadi, kombinasi kedua teknologi ini tidak hanya 

meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan, 

tetapi juga mendukung ketahanan pangan 
nasional dengan memastikan ketersediaan 

pangan yang lebih cepat dan lebih terjangkau. 

Peningkatan Koordinasi dalam Rantai 

Pasok 

Penerapan teknologi IoT dan 

blockchain di pelabuhan Indonesia telah 

membawa perubahan besar dalam koordinasi 

rantai pasok logistik pangan. Dengan integrasi 

data secara real-time melalui sensor IoT, 

pelabuhan dan semua pihak yang terlibat dalam 

rantai logistik kini dapat memantau pergerakan 

barang dengan lebih transparan dan akurat. Ini 

memungkinkan pengambilan keputusan yang 

lebih cepat dan responsif terhadap berbagai 

kendala operasional, seperti keterlambatan 

pengiriman atau gangguan cuaca. Sebagai 

contoh, di Pelabuhan Tanjung Priok, waktu 

tunggu kapal yang sebelumnya rata-rata 

mencapai 3–4 hari kini bisa ditekan menjadi 

sekitar 1,5–2 hari setelah penerapan sistem 

digital terintegrasi (Pelindo, 2024a). 

Pengurangan waktu tunggu ini tidak hanya 

meningkatkan produktivitas bongkar muat, 

tetapi juga mengurangi kemacetan di lapangan 

penumpukan petikemas, sehingga arus 

pangan—terutama beras, jagung, dan kedelai—

dapat mengalir lebih lancar menuju gudang 

distribusi dan pasar akhir. 

Selain itu, blockchain memberikan dorongan 

besar untuk transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan data logistik. Setiap 

transaksi dan informasi logistik dicatat secara 

digital dalam sistem yang tidak bisa diubah, 

sehingga meningkatkan kepercayaan di antara 

berbagai pemangku kepentingan, seperti 

operator pelabuhan, distributor, dan konsumen 

akhir (Kemenkominfo, 2023). Dengan sistem 

ini, koordinasi antar pihak menjadi lebih efisien 

karena setiap perubahan status barang dapat 

dilacak dan diverifikasi secara real-time, yang 

pada gilirannya mengurangi potensi konflik 

atau ketidakpastian dalam distribusi logistik 

pangan. 

Kontribusi terhadap Daya Saing Global 

Penerapan IoT dan blockchain dalam 

logistik bisa membawa efisiensi yang 
signifikan, yang langsung berdampak pada 

daya saing pelabuhan-pelabuhan di Indonesia 

di tingkat regional. Pelabuhan besar seperti 

Tanjung Priok dan Tanjung Perak, yang telah 

mengadopsi teknologi digital, kini semakin 

mendekati efisiensi pelabuhan internasional 

seperti Singapura dan Port Klang di Malaysia. 

Menurut laporan World Bank (2022), waktu 

tunggu kapal di Pelabuhan Tanjung Priok telah 

berkurang dari rata-rata 2,5 hari menjadi kurang 

dari 1,8 hari berkat penerapan otomatisasi 

berbasis IoT. Meskipun angka ini masih lebih 

tinggi dibandingkan Singapura yang hanya 0,5 

hari (UNCTAD, 2022), peningkatan ini 

menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam 

mengurangi kesenjangan daya saing. Selain itu, 

efisiensi dalam logistik pangan juga 
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berkontribusi positif terhadap stabilitas harga 

pangan di Indonesia. Dengan distribusi yang 

lebih cepat dan biaya logistik yang lebih 

rendah, produk pangan Indonesia kini lebih 

kompetitif di pasar ekspor regional. Laporan 

dari Badan Pangan Nasional (2024) mencatat 

bahwa penerapan blockchain di Tanjung Perak 

telah mengurangi biaya pengurusan logistik 

hingga 20%, menjadikan komoditas pangan 

Indonesia lebih menarik bagi pasar ASEAN. 

Kendala dan Peluang 

Meskipun memiliki potensi yang sangat 

besar, penerapan IoT dan blockchain di 

pelabuhan-pelabuhan Indonesia masih 

menghadapi sejumlah kendala. Salah satu 

masalah utama adalah kurangnya infrastruktur 

teknologi yang memadai, terutama di 

pelabuhan kecil dan daerah terpencil (Hafizon 

et al., 2019). Selain itu, keterbatasan sumber 

daya manusia (SDM) yang terampil dalam 

pengoperasian dan pemeliharaan teknologi 

modern juga menjadi hambatan yang 

signifikan. Banyak operator pelabuhan masih 

enggan untuk beradaptasi dan lebih memilih 

metode konvensional yang sudah lama 

digunakan (Solmaz, 2021). Untuk mengatasi 

tantangan ini, maka perlu melakukan investasi 

yang lebih besar dalam pelatihan SDM serta 

pengembangan infrastruktur yang dapat 

mendukung adopsi teknologi baru secara 

menyeluruh. Namun, ada peluang besar yang 

bisa dimanfaatkan melalui dukungan kebijakan 

pemerintah, seperti Peraturan Presiden Nomor 

26 Tahun 2020 tentang Sistem Logistik 

Nasional, yang memberikan dasar hukum untuk 

pengembangan teknologi logistik di Indonesia. 

Selain itu, potensi kerjasama lintas sektor, 

termasuk dengan akademisi, sektor swasta, dan 

organisasi internasional, dapat mempercepat 

adopsi teknologi ini. Studi kasus dari negara 

lain, seperti Singapura dan Belanda, 

menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor 

dapat menghasilkan solusi inovatif untuk 

mengatasi tantangan logistik (Javato-Martín et 

al., 2017). Hasil lainnya adalah pentingnya 

pengembangan ekosistem inovasi yang 

mendukung adopsi teknologi di pelabuhan. 

Misalnya, pengembangan pusat pelatihan 

berbasis teknologi untuk meningkatkan 

kapasitas SDM dan insentif fiskal bagi 

perusahaan yang mengadopsi IoT dan 

blockchain bisa menjadi langkah strategis 

untuk mengatasi kendala yang ada 

(Korniyenko, 2023). Dengan pendekatan yang 

terintegrasi, Indonesia memiliki peluang besar 

untuk mewujudkan pelabuhan pintar yang 

mendukung ketahanan pangan nasional. 

Kendala dalam Implementasi 

Meskipun manfaatnya sangat jelas, 

penerapan teknologi IoT dan blockchain di 

pelabuhan-pelabuhan Indonesia masih 

menghadapi berbagai kendala. Salah satu 

tantangan utama adalah adanya kesenjangan 

antara pelabuhan besar yang sudah mengadopsi 

teknologi modern dan pelabuhan kecil yang 

masih bergantung pada sistem manual. Di 

wilayah timur Indonesia, pelabuhan kecil 

sering kali kekurangan infrastruktur teknologi 

dasar, seperti koneksi internet yang stabil dan 

perangkat keras yang memadai. Tantangan lain 

yang cukup signifikan adalah kebutuhan 

investasi besar untuk membangun infrastruktur 

teknologi di pelabuhan-pelabuhan kecil. Biaya 

untuk menerapkan sistem IoT dan blockchain di 

satu pelabuhan memerlukan dukungan 

anggaran dari pemerintah atau kerjasama 

publik-swasta. Selain itu, kurangnya pelatihan 

bagi sumber daya manusia (SDM) di pelabuhan 

kecil juga menjadi hambatan tambahan. 

Banyak pekerja pelabuhan yang belum terbiasa 

dengan teknologi canggih, sehingga diperlukan 

program pelatihan intensif untuk memastikan 

keberhasilan adopsi teknologi ini. 

Peluang dan Prospek Masa Depan 

Meskipun ada berbagai tantangan, 

penerapan teknologi IoT dan blockchain di 

pelabuhan kecil di Indonesia menyimpan 

potensi yang sangat besar untuk berkembang 

sebagai bagian dari program nasional 

pelabuhan pintar. Dengan skema investasi yang 

terencana, seperti kolaborasi dengan investor 

asing atau pemanfaatan dana hibah 
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internasional, pelabuhan-pelabuhan kecil bisa 

mulai mengadopsi teknologi ini secara 

bertahap. Misalnya, program digitalisasi 

pelabuhan di Malaysia melalui kemitraan 

publik-swasta telah berhasil meningkatkan 

efisiensi pelabuhan regional mereka 

(UNCTAD, 2022), memberikan contoh konkret 

yang bisa diikuti oleh Indonesia. Peluang lain 

juga muncul dari dukungan kebijakan 

pemerintah, seperti Peraturan Presiden No. 26 

Tahun 2020 tentang Sistem Logistik Nasional. 

Kebijakan ini memberikan kerangka regulasi 

yang mendorong integrasi sistem logistik 

berbasis teknologi di seluruh pelabuhan 

nasional. Dengan adanya insentif fiskal dan 

subsidi teknologi untuk pelabuhan kecil, 

pemerintah dapat mempercepat transformasi 

digital yang lebih inklusif. Selain itu, 

pengembangan jaringan pelatihan dan 

sertifikasi sumber daya manusia di bidang 

teknologi logistik juga menjadi prospek penting 

untuk memastikan keberlanjutan implementasi 

teknologi ini. 

Alternatif Kebijakan 

Untuk menerapkan Smart Port yang 

berbasis IoT dan Blockchain dengan efektif, 

langkah pertama yang perlu diambil adalah 

memilih pelabuhan percontohan yang memiliki 

infrastruktur yang memadai, seperti Tanjung 
Priok, Tanjung Perak, dan Belawan. Di sini, 

bisa diuji sensor real-time dan pencatatan 

blockchain. Keberhasilan di lokasi-lokasi ini 

akan menjadi contoh yang baik untuk 

diterapkan di pelabuhan-pelabuhan menengah 

dan kecil lainnya, dengan target capaian 

tahunan dan evaluasi berkala untuk memastikan 

bahwa semuanya dapat diskalakan. 

Selanjutnya, pemerintah perlu menetapkan satu 

standar nasional yang mengharuskan 

interoperabilitas sistem digital, keamanan data, 

dan format dokumen elektronik di semua 

pelabuhan. Regulasi ini akan membantu 

mengintegrasikan data operasional pelabuhan 

ke dalam Sistem Logistik Nasional, sehingga 

memungkinkan pengambilan keputusan 

distribusi pangan yang cepat dan berbasis bukti. 

Insentif fiskal, seperti pemotongan pajak dan 

subsidi perangkat, perlu difokuskan pada 

pelabuhan yang mengadopsi teknologi hijau 

dan digital. Dukungan ini akan membantu 

mengurangi beban investasi awal, 

mempercepat penerapan IoT, dan mendorong 

penggunaan blockchain untuk meningkatkan 

transparansi dalam rantai pasok. Investasi 

dalam infrastruktur teknologi harus menjadi 

prioritas, terutama di daerah 3T, melalui skema 

kemitraan publik-swasta. Pembangunan 

jaringan broadband, pusat data lokal, dan 

pelatihan tenaga kerja akan memastikan setiap 

pelabuhan dapat mengoperasikan dan 

memelihara sistem Smart Port secara mandiri. 

Terakhir, integrasi rencana induk pelabuhan 

dengan peta lumbung pangan nasional harus 

diatur dalam kebijakan lintas kementerian. 

Kerja sama yang erat antara Kementerian 

Perhubungan, Badan Pangan Nasional, PT 

Pelindo, dan sektor swasta akan memastikan 

pelabuhan berfungsi sebagai simpul logistik 

pintar, menurunkan biaya distribusi, dan 

memperkuat ketahanan pangan secara merata di 

seluruh Indonesia. 

Analisis SWOT 

Analisis tentang kekuatan Indonesia 

dalam mengubah pelabuhan menjadi Smart 

Port yang berbasis IoT dan blockchain berakar 
pada komitmen kuat pemerintah untuk 

mendigitalisasi sistem logistik nasional. 

Kebijakan Sistem Logistik Nasional 

(Sislognas) dan platform seperti Inaportnet 

menunjukkan bahwa kerangka regulasi dan 

infrastruktur dasar sudah mulai dibangun, 

sehingga teknologi yang diimplementasikan 

akan mendapatkan dukungan kelembagaan 

yang solid. Selain itu, posisi pelabuhan sebagai 

pusat utama dalam rantai pasok pangan 

membuat setiap peningkatan efisiensi 

operasional, seperti pengurangan waktu sandar 

kapal dan otomatisasi proses bongkar muat, 

berdampak langsung pada ketersediaan dan 

stabilitas harga pangan nasional. Landasan 

kebijakan yang ditetapkan di tingkat nasional 

melalui RPJMN, serta komitmen dalam forum 
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internasional seperti Perjanjian Paris, semakin 

memperkuat legitimasi investasi digital ini 

sebagai bagian dari strategi pembangunan 

berkelanjutan dan pengurangan emisi. 

Di sisi kelemahan, tantangan terbesar muncul 

dari kesenjangan infrastruktur digital dan 

kapasitas sumber daya manusia di pelabuhan-

pelabuhan kecil dan terpencil. Banyak dermaga 

di luar Jawa dan Sumatera masih belum 

memiliki akses ke koneksi internet yang andal, 

perangkat IoT, atau pusat data lokal, kondisi ini 

memaksa perlunya investasi awal yang sangat 

besar hanya untuk mencapai kesiapan minimal 

dalam operasi cerdas. Selain itu, kurangnya 

personel yang terampil dalam pengoperasian 

dan pemeliharaan sistem digital memerlukan 

program pelatihan intensif sebelum teknologi 

dapat berfungsi secara optimal. Fragmentasi 

kebijakan dan ketiadaan standar nasional yang 

terpadu menambah kompleksitas dalam 

integrasi antarpelabuhan, sehingga 

meningkatkan risiko duplikasi sistem dan 

inkonsistensi dalam prosedur operasional. 

Di tengah situasi tersebut, Indonesia 

memiliki kesempatan besar untuk 

memanfaatkan kemajuan global dalam IoT, 

blockchain, dan analitik big data. Pelabuhan-

pelabuhan di Asia Tenggara yang sudah lebih 

dulu mengadopsi teknologi ini seperti 

Singapura dan Belanda, dapat menjadi mitra 

dalam transfer pengetahuan dan studi 

perbandingan, sambil memanfaatkan skema 

pendanaan internasional dari UNCTAD, dan 

lembaga bilateral lainnya. Dengan efisiensi 

logistik pangan yang berpotensi mengurangi 

biaya hingga 20–30%, daya saing pelabuhan 

nasional akan semakin kuat dan distribusi 

komoditas ke daerah-daerah tertinggal akan 

lebih merata. Konsep Green Port yang 

menggabungkan IoT untuk manajemen energi 

dan blockchain untuk jejak karbon juga 

membuka peluang bagi Indonesia untuk 

menurunkan emisi sekaligus mencapai target 

keberlanjutan. 

Namun, menerapkan tersebut tidak tanpa 

risiko. Ada resistensi dari beberapa pemangku 

kepentingan, baik karena kekhawatiran tentang 

biaya awal maupun kurangnya pemahaman 

mengenai manfaat jangka panjang yang bisa 

menghambat adopsi. Keterbatasan anggaran di 

tingkat pusat serta di operator pelabuhan 

menengah dan kecil bisa jadi akan 

memperlambat fase peluncuran teknologi. 

Dalam hal keamanan, pengenalan IoT dan 

blockchain justru memperluas potensi serangan 

siber, yang memerlukan protokol perlindungan 

data yang lebih canggih. Terakhir, persaingan 

dari pelabuhan-pelabuhan di Singapura dan 

Malaysia, yang sudah lebih dulu dikenal 

sebagai pusat logistik yang efisien, memaksa 

Indonesia untuk bergerak cepat agar tidak 

kehilangan pangsa pasar dan peluang 

pertumbuhan di sektor logistik pangan. 

Alternatif Kebijakan dari SWOT 

Berdasarkan analisis SWOT, ada lima 

kebijakan kunci yang bisa diambil oleh 

pemerintah untuk mempercepat transformasi 

pelabuhan menjadi Smart Port yang berbasis 

IoT dan blockchain, serta meningkatkan 

efisiensi logistik pangan nasional. Setiap 

alternatif dirancang untuk memanfaatkan 

kekuatan, mengatasi kelemahan, 

mengeksplorasi peluang, dan mengurangi 

ancaman yang telah diidentifikasi. 

Alternatif 1: Program pilot digitalisasi 

pelabuhan utama. Pemerintah memilih Tanjung 

Priok, Tanjung Perak, dan Belawan sebagai 

pelabuhan percontohan untuk Smart Port. 

Melalui Keputusan Menteri Perhubungan, 

anggaran akan difokuskan pada pemasangan 

sensor IoT untuk pemantauan kontainer secara 

real-time dan penerapan platform blockchain 

untuk dokumentasi logistik. Setiap tahun, 

evaluasi keberhasilan akan dilakukan untuk 

menilai pengurangan waktu sandar dan biaya 

operasional, serta menyiapkan panduan teknis 

untuk replikasi di pelabuhan menengah dan 

kecil. Langkah ini bertujuan untuk 

mengoptimalkan dukungan kebijakan nasional 

dan peran strategis pelabuhan, sekaligus 

mengurangi resistensi dengan menunjukkan 

hasil yang terukur. 
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Alternatif 2: Standarisasi regulasi dan 

interoperabilitas sistem. Untuk melengkapi 

proyek percontohan, pemerintah perlu 

mengeluarkan Peraturan Presiden yang 

menetapkan standar nasional untuk teknologi 

Smart Port. Ini mencakup protokol IoT, 

struktur data blockchain, dan persyaratan 

keamanan siber. Regulasi ini mengharuskan 

integrasi data pelabuhan ke dalam Sislognas 

dan sistem Bea Cukai digital, sehingga 

menghindari adanya fragmentasi antar sistem. 

Dengan adanya regulasi yang seragam, akan 

bisa mengatasi kelemahan infrastruktur digital 

di pelabuhan kecil melalui paket bantuan 

teknis, dan meminimalkan fragmentasi 

kebijakan, sehingga seluruh jaringan pelabuhan 

dapat bergerak serentak dalam satu ekosistem 

logistik pangan. 

Alternatif 3: Insentif fiskal dan 

pembiayaan inovatif. Dalam mengatasi 

hambatan biaya investasi awal, pemerintah 

bergerak menaikkan insentif fiskal yang 

meliputi pemotongan bea masuk untuk 

perangkat IoT, pajak penghasilan kepada port 

operator yang menggunakan teknologi 

blockchain, serta subsidi modal untuk pusat 

data lokal. Selain itu, Kredit Usaha Rakyat 

Khusus Pelabuhan Cerdas juga diluncurkan 

oleh BPD dan bank syariah untuk membantu 
pelabuhan menengah-kecil. Melalui kemitraan 

publik-swasta dan insentif ini, pembiayaan 

menjadi lebih mudah diakses dan transformasi 

teknologi bisa menjangkau hingga daerah 

terpencil. 

Alternatif 4: Pengembangan kapasitas 

SDM dan ekosistem inovasi. Mengatasi 

kesenjangan dalam kapasitas sumber daya 

manusia, pemerintah bekerja sama dengan 

lembaga pendidikan perguruan tinggi dan 

vokasi untuk menyelenggarakan program 

sertifikasi sebagai Smart Port Operator. 

Kurikulum mencakup manajemen data IoT, 

keamanan blockchain sampai logistik big data. 

Tersedianya tenaga ahli didapat dari magang di 

pelabuhan pilot. Dengan cara ini banyak 

permasalahan dalam sumber daya manusia 

dapat diatasi bersama momentum transfer 

teknologi dari mitra internasional. 

Alternatif 5: Kebijakan ketahanan pangan 

nasional dalam integrasi pelabuhan cerdas. 

Untuk faktor kesinambungan, Pelabuhan 

Cerdas diintegrasikan secara eksplisit dalam 

Peraturan Presiden mengenai Ketahanan 

Pangan. Setiap rencana lumbung pangan daerah 

diwajibkan untuk mempertimbangkan 

pelabuhan dalam aspek logistik dukungan 

berupa digitalisasi. Ini membuat intervensi 

transportasi laut menjadi sektor vital strategi 

nasional ketahanan pangan yang memperkuat 

justifikasi anggaran dan meningkatkan dampak 

koordinasi antar-Kementerian Perhubungan, 

Pertanian, hingga PUPR sehingga dampaknya 

bersinergi dalam pemerataan distribusi pangan 

di seluruh Indonesia. 

Impelementasi kebijakan Jangka Pendek, 

Menengah, dan Panjang.  

Untuk jangka pendek, digitalisasi 

program pilot di pelabuhan utama berpotensi 

mengurangi waktu sandar kapal dan dwelling 

time kontainer pada pendistribusian pangan. 

Dengan adanya pengoperasian IoT sensor dan 

pencatatan berbasis blockchain, tingkat akurasi 

data inventaris dalam sistem logistik akan 

semakin meningkat. Hal ini tentu saja dapat 

mengurangi penipuan dalam proses cargo 
manifesting serta meningkatkan kepercayaan 

dari para pelaku logistik serta importir. Dalam 

hal ini insentif fiskal dan skema pembiayaan 

inovatif juga berperan penting pada percepatan 

pembangunan infrastruktur terminal menengah 

yang selama ini tersendat, serta melakukan 

narrowing gap antarwilayah pelayanan di 

seluruh kawasan. Secara internal, sertifikasi 

port operator smart systems meningkatkan 

produktivitas dengan melahirkan tenaga ahli 

digital bersertifikat profesional yang 

menyelesaikan masalah surplus demand 

terhadap SDM trained skill yang terlatih di 

bidang tersebut. 

Dalam jangka menengah, ekosistem 

teknologi terintegrasi industri pelabuhan 

Indonesia mulai terbentuk melalui standarisasi 
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regulasi Nasional. Dengan pemangkasan secara 

otomatis dan optimisasi rute diperkirakan 

efisiensi biaya logistik akan turun antara 15-

25% dalam 3 tahun di mana stabilitas harga 

pangan untuk daerah tiga titik (3T) tersepan 

mulai dapat tercapai. Selanjutnya; sinergi 

dualisme penguatan kebijakan ketahanan 

pangan beserta digitalisasi Tol Laut serta jalur 

perintis berkaitan langsung dampak disparitas 

stok antara pusat produksi dan konsumen 

pengolahan bakal semakin kecil. Kapasitas 

daya saing SDM yang makin baik pun kini 

menghadirkan inovasi seperti aplikasi 

monitoring sector maritim berbasis AI yang 

memberi nilai tambah baru pada produk-produk 

maritim tanah air. 

Dalam jangka panjang, transformasi 

Smart Port akan menempatkan pelabuhan 

Indonesia di peta logistik global sebagai hub 

yang efisien dan dapat diandalkan, sekaligus 

memperkuat daya saing regional terhadap 

Singapura dan Malaysia. Sistem logistik 

pangan yang transparan dan terukur akan 

menjadi fondasi ketahanan pangan nasional, 

membantu meminimalkan risiko krisis pasokan 

akibat gangguan alam atau geopolitik. Dengan 

mengintegrasikan pelabuhan cerdas ke dalam 

Kebijakan Ketahanan Pangan, dapat dipastikan 

kesinambungan investasi dan inovasi, serta 

mendukung target penurunan emisi nasional 

melalui konsep Green Port. Dengan cara ini, 

Indonesia akan memiliki fondasi logistik laut 

yang modern, berkelanjutan, dan mampu 

beradaptasi dengan tantangan pangan di dekade 

mendatang. 

Struktur Kelembagaan dan Pembagian 

Tanggung Jawab dalam Implementasi 

Kebijakan 

Pembagian tanggung jawab untuk 

menerapkan kebijakan Smart Port disusun 

berdasarkan fungsi kelembagaan di tingkat 

nasional, regional, dan operasional pelabuhan. 

Di tingkat pusat, Menteri Perhubungan, melalui 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 

memimpin koordinasi antar kementerian untuk 

menetapkan regulasi, standar teknologi, dan 

skema insentif fiskal. Kementerian Keuangan 

bertugas merancang dan mengelola anggaran 

subsidi serta fasilitas pembiayaan inovatif, 

sementara Bappenas memastikan bahwa 

program Smart Port selaras dengan target 

ketahanan pangan nasional dalam RPJMN. 

Di level pelaksana provinsi, Gubernur 

bersama Dinas Perhubungan menyesuaikan 

Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri 

menjadi peraturan daerah yang mengatur 

mekanisme teknis, mulai dari perolehan lahan 

untuk infrastruktur digital hingga proses 

perizinan untuk instalasi IoT dan blockchain. 

Dinas Komunikasi dan Informatika daerah 

berperan dalam mendukung penyediaan 

jaringan broadband dan keamanan siber, 

sedangkan Bappeda provinsi mengawasi 

integrasi Smart Port ke dalam rencana lumbung 

pangan regional. 

Operator pelabuhan memiliki 

kewenangan operasional: mereka bertanggung 

jawab untuk memasang perangkat IoT, 

mengelola platform blockchain, dan melatih 

staf sesuai dengan sertifikasi “Smart Port 

Operator.” Perusahaan logistik dan eksportir 

pangan diwajibkan untuk memanfaatkan sistem 

digital dalam pengiriman dan pelaporan data 

kargo. Bank pembangunan daerah dan 

perbankan syariah juga berperan dalam 

menyalurkan kredit usaha untuk investasi 

teknologi di pelabuhan menengah dan kecil. 

Pengawasan implementasi dilakukan 

oleh tim gabungan yang terdiri dari perwakilan 

Kemenhub, Bappebti (untuk aspek blockchain), 

dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang 

bertugas melakukan audit tahunan untuk 

memeriksa penggunaan subsidi dan capaian 

kinerja. Hasil dari audit ini kemudian 

dilaporkan kepada Dewan Transportasi 

Nasional dan dipublikasikan secara terbuka 

untuk memastikan akuntabilitas. Masyarakat 

serta lembaga swadaya juga memiliki 

kesempatan untuk memberikan masukan 

melalui portal transparansi Sislognas, sehingga 

mekanisme umpan balik publik dapat terjaga di 

setiap tahap transformasi Smart Port. 
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PENUTUP 

Kesimpulan  

Untuk memastikan keberhasilan 

transformasi pelabuhan Indonesia menjadi 

Smart Port yang berbasis IoT dan blockchain 

demi efisiensi logistik pangan, diperlukan 

kerangka peraturan yang komprehensif. 

Kerangka ini harus mengatur semua tahap 

implementasi, mulai dari standar teknologi, 

mekanisme pendanaan, hingga tata kelola data 

digital. Dengan adanya kerangka ini, maka bisa 

menjamin kejelasan tugas, wewenang, dan 

prosedur antar-instansi, sehingga setiap 

pelabuhan dapat beroperasi dalam satu 

ekosistem logistik nasional yang terintegrasi. 

Rekomendasi kebijakan utama bisa dituangkan 

dalam Peraturan Menteri Perhubungan 

mengenai “Standar Nasional Smart Port untuk 

Efisiensi Logistik Pangan,” yang mewajibkan 

penggunaan sensor IoT, platform blockchain, 

dan integrasi data ke dalam Sistem Logistik 

Nasional. Peraturan ini dirancang untuk 

memberikan dasar hukum bagi instalasi 

teknologi, skema insentif fiskal, serta kriteria 

akreditasi “Smart Port Operator.” 

Peraturan Menteri tersebut juga 

mencakup spesifikasi teknis perangkat, 

protokol keamanan siber, dan alur pertukaran 

data antar-pelabuhan. Selain itu, peraturan ini 
berfungsi sebagai instrumen koordinasi lintas 

kementerian (Perhubungan, Keuangan, 

Kominfo) dan lembaga terkait (Pelindo, 

Bappenas, Badan Pangan Nasional). Dengan 

pedoman ini, setiap pemangku kepentingan 

akan memiliki acuan yang sama dalam 

menjalankan, memantau, dan mengevaluasi 

inisiatif digitalisasi pelabuhan. Selanjutnya, 

ketentuan teknis dan implementasi di lapangan 

akan diadopsi ke dalam Peraturan Gubernur di 

masing-masing provinsi pelabuhan, 

disesuaikan dengan karakteristik lokal dan peta 

lumbung pangan regional. Peraturan daerah ini 

akan merinci alokasi anggaran, jadwal 

peluncuran teknologi, dan mekanisme pelibatan 

masyarakat serta sektor swasta. 

Di samping itu, kerangka peraturan akan 

menetapkan standar operasional prosedur 

(SOP) untuk proses bongkar muat otomatis, 

pemantauan kondisi kontainer secara real-time, 

dan audit jejak blockchain. SOP ini dirancang 

untuk memastikan konsistensi layanan, 

keamanan data, dan kualitas layanan logistik 

pangan di seluruh jaringan pelabuhan. Dengan 

adanya regulasi ini, diharapkan tercipta 

ekosistem Smart Port yang efisien, transparan, 

dan akuntabel, sehingga distribusi pangan ke 

seluruh pelosok negeri dapat dipercepat, biaya 

logistik dapat ditekan, dan ketahanan pangan 

nasional semakin kuat. 
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